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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi
Wasa karena atas perkenan-Nya Laporan Tahunan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang
tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID
Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai
bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga

terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan
kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung kedepan, dan disadari
bahwa pengelolaan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Badung masih jauh dari yang diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana,
prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa

yang akan datang.

Mangupura, 7 November 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Badung,

-

_‘ Drsi I Putu Eka Merthawan, M.Si
\ _ "\\HP. 19651220198612100
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BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen
penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang
bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Badung selama tahun 2024 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi
langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Badung.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Badung telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan, walaupun belum
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan
dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun
2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, sebagai salah satu perangkat
daerah, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada
masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aspek-aspek penting dalam kebijakan ini umumnya meliputi:
1. Standar Pelayanan, Dinas telah menetapkan standar pelayanan yang jelas, meliputi
waktu penyelesaian, persyaratan, dan prosedur pelayanan. Standar ini dapat ditemukan
di website resmi atau kantor dinas.

2. Informasi yang dibuka, Jenis informasi yang dapat diakses publik mencakup berbagai
hal, mulai dari profil dinas, struktur organisasi, tugas dan fungsi, hingga data terkait
perizinan, program kerja, anggaran, dan realisasinya.

3. Saluran Informasi, Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui berbagai saluran,
seperti:

a. Website resmi, https://disperinaker.badungkab.go.id/.

b. Pengumuman, melalui media sosial (instagram, tiktok, youtube).



c. Layanan informasi, Masyarakat dapat mendatangi langsung kantor dinas untuk
memperoleh informasi secara langsung.
d. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Masyarakat dapat

mengajukan permohonan informasi melalui PPID.

4. Mekanisme Permohonan Informasi, Terdapat prosedur yang jelas bagi masyarakat

yang ingin mengajukan permohonan informasi. Permohonan dapat diajukan secara
tertulis atau elektronik.

5. Waktu Tanggapan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung telah
menetapkan batas waktu untuk merespon permohonan informasi.
Biaya, Seluruh informasi publik dapat diakses secara gratis.

7. Penyelesaian Sengketa, Jika terjadi sengketa terkait informasi publik, terdapat

mekanisme penyelesaian yang jelas, yaitu melalui Komisi Informasi.
Tujuan Kebijakan:

1. Meningkatkan transparansi, adalah membuka akses informasi publik untuk mencegah
terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Meningkatkan akuntabilitas: Mewajibkan penyelenggara negara untuk bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Dengan keterbukaan informasi, masyarakat

dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja dinas.

Adapun dasar kebijakan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah

SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tentang Penetapan
Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2024.

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah sebagai

berikut :



Tugas PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung :

a.
b.

C.

Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID.
Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan
pelayanan informasi publik.

Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan
Publik.

Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.

Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi
Publik.

Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh
publik.

Wewenang PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung :

a.
b.

Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik.
Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Badan Publik dalam
melaksanakan pelayanan informasi publik.

Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu
PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan
dikecualikan atau pembuatan pertimbangan dalam hal suatu informasi publik dikecualikan

atau permintaan informasi publik ditolak.



BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan menggunakan dasar UU
KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi
PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima
oleh Koordinator PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada bidang terkait untuk apabila
telah diterima tanggapan Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana
menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat
pendukung layanan antara lain seperti komputer untuk petugas layanan dan
pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan
informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi
tersebut. Disamping penyediaan ruang/ loket/meja layanan informasi, guna
mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan
informasi secara efektif dan efisien. Dinas juga menyediakan akses layanan
permohonan informasi PPID Pelaksana melalui web
hitps://disperinaker.badungkab.co.id/. Seluruh operasional pelayanan permohonan
informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan
pukul 15.00 WITA.

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan
kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang
diperlukan publik memacu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung untuk
secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Dengan adanya
penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan
perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses

diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dapat dipuaskan.

SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki PPID
Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu Ruangan
Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi
dengan | (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir

yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



4. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta

kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID

Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung ditetapkan

dengan SK Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 15 Tahun

2024, dengan susunan keanggotaan, yaitu :

Ketua Tim

Anggota Tim

: I Gusti Agung Putri Maharani, SE

Ketut Gede Putra Adnyana, ST., MM

I Made Agus Wira Wijaya, S.Pd

1
2
3. Ida Bagus Putra Brahmanta, ST
4

Ni Luh Gde Putri Septiarani, SM

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola

informasi masing- masing bidang. Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
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BAB IlI
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PELAKSANA

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2024
Permohonan informasi publik pada PPID Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung pada Tahun 2024 ada 151 Permohonan Informasi.
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2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK.

Waktu yang diperlukan PPID Pelaksana dalam memenuhi setiap permohonan informasi
publik di tahun 2024, rata rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang
ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID pelaksana, masih dikuasai pada
PPID Utama sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permohonan informasi tersebut,

namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA
ALASANNYA.

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada Tahun 2024 tidak ada.
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BAB 1V
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber

informasi ketenagakerjaan dan industri kepada masyarakat terus berupaya melaksanakan tugas

dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian- bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab

PPID Pelaksana diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi.

Permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Badung dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

1.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Jumlah SDM yang terbatas dan belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang
pengelolaan informasi publik menghambat efektivitas pelayanan informasi.

Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti perangkat
komputer dan jaringan internet, menghambat proses digitalisasi layanan informasi.

Belum Optimalnya Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi antara PPID Pelaksana dengan PPID Utama, serta antar-sub bagian/unit kerja,
masih belum maksimal, menghambat konsistensi dalam penyediaan dan klasifikasi
informasi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah

Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan dan fungsi PPID sebagai layanan
keterbukaan informasi, sehingga permintaan informasi masih minim.

Belum Terintegrasinya Sistem Pengelolaan Informasi

Belum adanya sistem digital yang terintegrasi untuk manajemen dokumen dan permintaan

informasi, menyebabkan proses masih dilakukan secara manual dan kurang efisien.
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BABV
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung perlu melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan digitalisasi
layanan dengan mengembangkan website dan aplikasi mobile yang user-friendly. Kedua,
melibatkan masyarakat secara aktif melalui survei kepuasan dan forum diskusi. Ketiga,
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan.
Terakhir, mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menjalin kolaborasi dengan instansi
terkait. Dengan demikian, diharapkan pelayanan informasi dapat lebih efektif, efisien, dan
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Inti dari rekomendasi ini adalah
transformasi digital yang dipadukan dengan pelibatan masyarakat dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Adapun rinciannya:

1. Digitalisasi Layanan
Website dan Aplikasi Mobile : Dengan adanya platform digital ini, masyarakat dapat
mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Informasi yang disajikan pun harus
mudah dipahami dan navigasinya intuitif. Tujuannya untuk memudahkan akses informasi,
meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pelayanan.

2. Pelibatan Masyarakat
Pelibatan masyarakat dapat melalui Survei Kepuasan dan Forum diskusi. Melalui Survey
Kepuasan, Dinas dapat mengetahui secara langsung apa yang diharapkan oleh masyarakat
dari pelayanan informasi. sedangkan melalui Forum Diskusi, Dinas dapat memperoleh
masukan dan ide-ide segar untuk perbaikan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
relevansi layanan, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendapatkan feedback yang
berharga.

3. Peningkatan Kompetensi SDM :
Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan akan memastikan bahwa petugas memiliki pengetahuan
dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga relevansi informasi yang
disampaikan, dan meningkatkan produktivitas.

4. Integrasi Data dan Kolaborasi :
Integrasi Data: Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, Dinas dapat
menyajikan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Kolaborasi: Kerjasama dengan
instansi terkait akan memperkaya informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Tujuan: Meningkatkan kualitas informasi, memperluas cakupan layanan, dan menghindari
duplikasi data.
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Rekomendasi ini bertujuan untuk menjadikan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Badung sebagai pusat informasi yang andal, mudah diakses, dan relevan bagi
masyarakat. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan kualitas pelayanan informasi

dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

13



BAB VI

PENUTUP

Laporan tahunan ini telah memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi

olech PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Meskipun

telah banyak upaya yang dilakukan, kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk

perbaikan. Ke depan, PPID Pelaksana akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

informasi melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1

Peningkatan aksesibilitas informasi: Menyediakan berbagai saluran informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline.

Penyederhanaan prosedur: Menyederhanakan prosedur permohonan informasi untuk
memudahkan masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Melalui pelatihan dan pengembangan
kompetensi, petugas PPID diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih
profesional.

Kerjasama lintas sektor: Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk
memperkaya sumber informasi dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.
Evaluasi kinerja secara berkala: Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur
efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, diharapkan PPID Pelaksana dapat menjadi mitra strategis bagi

masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas

hidupnya.

Mangupura, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
A Kerja Kabupaten Badung,

""\“ Drs.JI Putu Eka Merthawan, M.Si
Ny . - NIP. 196512201986121007
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Dokumentasi Pelayanan Publik :







